BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hubungan hukum itu terdiri dari ikatan-ikatan antara individu dan
masyarakat dan antara individu itu sendiri. Ikatan-ikatan itu tercermin pada hak
dan kewajiban. Dalam mengatur hubungan-hubungan hukum itu caranya beraneka
ragam. Kadang-kadang hanya dirumuskan kewajiban-kewajiban seperti pada
hukum pidana yang sebagian besar peraturan-peraturannya terdiri dari kewajiban-
kewajiban. Sebaliknya, seiring juga hukum merumuskan peristiwa-peristiwa
tertentu yang merupakan syarat timbulnya hubungan-hubungan hukum.*

Setiap negara yang merdeka dan berdaulat harus mempunyai suatu hukum
nasional baik di bidang kepidanaan maupun dibidang keperdataan yang
mencerminkan kepribadian jiwa dan pandangan hidup bangsanya. Bagi negara
Indonesia dalam pembinaan dan pembentukan hukumnya harus berdasarkan
dengan rambu-rambu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dalam rangka
menggantikan hukum warisan kolonial yang tidak sesuai dengan tata hukum
nasional.’

Perdagangan orang (khususnya anak) adalah bentuk modern dari
perbudakan manusia. Perdagangan anak juga merupakan salah satu bentuk
perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Bertambah
maraknya masalah perdagangan anak di berbagai negara, termasuk Indonesia dan

negara-negara yang sedang berkembang lainnya, telah menjadi perhatian

* Sudikno Mertokusumo, 2010, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta: Cahaya
Atma Pustaka, hal. 50.
® Ishag, 2014, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hal. 22.
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Indonesia sebagai bangsa, masyarakat internasional, dan anggota organisasi
internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).°

Perempuan dan anak (seseorang yang berusia di bawah 18 tahun) adalah
kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang.
Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk
eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain,
misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa
perbudakan itu. Pelaku tindak pidana perdagangan orang melakukan perekrutan,
pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang untuk tujuan
menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktik
eksploitasi dengan segala bentuknya dengan ancaman kekerasan, penggunaan
kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau
posisi rentan, atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh
persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban.’

Tindak pidana perdagangan anak telah meluas dalam bentuk jaringan
kejahatan baik terorganisasi maupun tidak terorganisasi. Tindak pidana
perdagangan anak bahkan melibatkan tidak hanya perorangan tetapi juga
korporasi dan penyelenggara negara yang menyalahgunakan wewenang dan
kekuasaannya. Jaringan pelaku tindak pidana perdagangan anak memiliki
jangkauan operasi tidak hanya antar wilayah dalam negeri tetapi juga antarnegara.
Perdagangan anak di Indonesia sangat memprihatinkan. Menurut Komisi Nasional

Perlindungan Anak (Komnas PA) terjadi peningkatan sindikat pedagangan bayi

® Penjelasan dari UU RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang.
" Ibid.
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yang angkanya lebih dari 400 bayi. Mereka diperdagangkan baik di dalam negeri
maupun luar negeri.®

Masalah perdagangan anak merupakan masalah serius yang harus
ditangani secara sungguh-sungguh. Pasalnya, persoalan perdagangan anak di
Indonesia sedang mendapat banyak sorotan. Bahkan Indonesia dinyatakan
menempati urutan terburuk di dunia bersama dengan beberapa negara lain di Asia
dalam hal perdagangan anak. Bahkan beberapa lembaga donor telah memberi
warning dengan menyatakan akan menghentikan bantuannya ke Indonesia jika
tidak dapat segera memperbaiki keadaan tersebut, hal tersebut kemudian direspon
oleh pemerintah dengan merumuskan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang
Pelindungan Anak.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah
sebuah undang-undang yang dirumuskan oleh pemerintah untuk menjamin hak
anak yang mengacu pada prinsip-prinsip yang tercantum dalam Konvensi Hak
Anak. Undang-undang ini mengartikan anak sebagai seseorang yang berusia di
bawah 18 tahun dan melarang eksploitasi ekonomi atau seksual serta kekerasan
dan pelecehan terhadap anak. Anak mempunyai kedudukan yang sangat strategis
dalam bangsa, negara, masyarakat maupun keluarga. Anak merupakan tumpuan
harapan masa depan bagi bangsa, negara, masyarakat maupun keluarga. Oleh
karena itu kondisi anak perlu diperlakukan secara khusus agar dapat tumbuh dan
berkembang secara wajar baik fisik, mental maupun rohaninya. Karenanya,

dibutuhkan perlindungan khusus untuk menyelamatkan mereka.

®  Republika, Kekerasan Terhadap Anak Makin  Meningkat, melalui,
http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=227786&kat_id=6&kat_id1=&kat_id2=, diakses
5 Juni 2019.
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Namun, ketentuan KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak
tersebut tidak merumuskan pengertian perdagangan anak yang tegas secara
hukum. Di samping itu, Pasal 297 KUHP memberikan sanksi yang terlalu ringan
dan tidak sepadan dengan dampak yang diderita korban akibat kejahatan
perdagangan orang. Oleh karena itu, diperlukan undang-undang khusus tentang
tindak pidana perdagangan orang yang mampu menyediakan landasan hukum
materiil dan formil sekaligus. Maka disusunlah UU RI NO. 21 Tahun 2007
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Untuk tujuan
tersebut, undang-undang khusus ini mengantisipasi dan menjerat semua jenis
tindakan dalam proses, cara, atau semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi
dalam praktik perdagangan orang, baik yang dilakukan antarwilayah dalam negeri
maupun secara antarnegara, dan baik oleh pelaku perorangan maupun korporasi.

Perlindungan anak sebenarnya bagian yang terintegral dengan penegakan
hak asasi manusia. Namun di Indonesia penegakan HAM nampaknya tidak begitu
memperhatikan aspek perlindungan anak. Tingginya angka kejahatan
perdagangan anak menunjukkan belum seriusnya upaya pemerintah terhadap
pelaksanaan perlindungan anak. Hal tersebut sama artinya negara juga belum
serius dalam menegakkan hak asasi manusia.

Kasus-kasus di atas hanya segelintir di antara contoh-contoh kasus yang
terjadi, banyak kasus yang bahkan lebih kompleks. Trafficking telah menjadi
persoalan multi-dimensional, sehingga diperlukan kerja sama berbagai pihak agar
praktik-praktik trafficking tidak berkesinambungan. Kita telah memiliki UU No
21 tahun 2007, efektifkah implementasi UU ini dalam mengatasi maraknya

trafficking di Indonesia? Dari pemaparan di atas tidak dapat dibayangkan begitu
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besar kerugian mental maupun moral yang ditimbulkan oleh kejahatan
perdagangan anak tersebut. Bagaimana tidak, anak adalah aset penting dari
generasi sebuah bangsa, artinya masa depan sebuah bangsa di masa mendatang
sangat ditentukan oleh keberadaan mereka yang sekarang masih menjadi anak-
anak. Maka aset ini perlu untuk mendapat perlindungan yang sepantasnya.

Lalu bagaimana fenomena kejahatan perdagangan anak ini dalam
kacamata hukum pidana Islam, Islam adalah agama samawi dengan sistem hidup
yang sesuai dengan perintah Allah SWT dalam tuntunan al-Qur’an dan tuntunan
Rasulullah  SAW dalam sunnah. Setiap muslim diwajibkan menempuh
kehidupannya sesuai dengan al-Qur’an dan sunnah.

Prinsip anak dalam konsep Islam adalah amanah dari Allah SWT kepada
manusia. Artinya kehidupan anak harus senantiasa diperhatikan, dididik, dijaga,
serta dilindungi keberadaannya dari kesengsaraan (baik dimensi dunia maupun
akhirat). Prinsip perlindungan ini sesuai dengan Firman Allah: Yang dimaksud
keluarga dalam ayat di atas berarti juga adalah anak-anak kita. Dengan begitu
upaya melindungi anak dari kejahatan perdagangan anak adalah termasuk
implementasi pelaksanaan amanah dari Tuhan yaitu menjaga mereka dari api
neraka (kesengsaraan).

Jenis kejahatan perdagangan anak memang tidak dikenal sebelumnya
dalam literatur pidana Islam, baik itu jenis pidana maupun sanksi hukumnya.
Namun pada prinsipnya Islam melarang semua bentuk kejahatan apapun, artinya
semua perbuatan yang menimbulkan mudharat terhadap orang lain, dalam hal ini
adalah anak. Kejahatan perdagangan anak adalah kejahatan yang betul-betul

mengancam eksistensi keturunan/generasi (nasl) dimana dalam Islam sangat
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dijunjung tinggi sebagai salah satu maqasyidu al-tasyri’ (tujuan ditetapkannya
syari’at) yaitu menjaga dan memelihara keturunan.

Para pelaku perdagangan anak ini harus mendapat hukuman berat sesuai
dengan asas keadilan yang berlaku. Hukuman dalam Islam mempunyai tujuan
untuk menciptakan ketentraman individu dan masyarakat serta mencegah
perbuatan perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap anggota
masyarakat baik yang berkenaan dengan jiwa harta dan kehormatan seseorang.
Selain itu hukuman ditetapkan untuk memperbaiki individu menjaga masyarakat
dan tertib sosial. Di sisi lain pemberian suatu hukuman adalah sesuai dengan
konsep tujuan syari’at hukum, yaitu merealisasikan kemaslahatan umat dan
sekaligus menegakkan keadilan.

Hal inilah yang melatarbelakangi penulisan skripsi ini dan menuangkannya
dalam sebuah skripsi yang berjudul “Tindak Pidana Perdagangan Anak (Studi
Komparatif Antara Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang)”

B. Rumusan Masalah

Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian di atas dapat ditarik
permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, adapun
rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana pandangan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan hukum Islam

mengenai perdagangan anak?
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2. Bagaimana bentuk-bentuk perdagangan anak menurut Undang-Undang No.
21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
dan hukum Islam?

3. Bagaimana ketentuan hukum mengenai tindak pidana perdagangan anak yang
diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Perdagangan Orang dan hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui pandangan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan hukum
Islam mengenai perdagangan anak.

b. Untuk menegetahui bentuk-bentuk perdagangan anak menurut Undang-
Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang dan hukum Islam.

c. Untuk mengetahui ketentuan hukum mengenai tindak pidana
perdagangan anak yang diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun
2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan
hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian
Manfaat dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik
secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah

sebagai berikut:
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a. Secara Teoritis yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu
pengetahuan dalam bidang hukum pidana khususnya terkait masalah
tindak pidana perdagangan anak.

b. Secara Praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan Negara,
Bangsa, dan memberikan manfaat kepada masyarakat umum agar

mendapatkan pemahaman tentang tindak pidana perdagangan anak.

D. Keaslian Penelitian

Tindak Pidana Perdagangan Anak (Studi Komparatif Antara Hukum Islam
Dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang), bukanlah hal yang baru. Oleh karenanya, penulis meyakini
telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Tindak
Pidana Perdagangan Anak (Studi Komparatif Antara Hukum Islam Dan Undang-
Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
Orang) ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan
kepustakaan yang ditemukan baik melalui via internet maupun penelusuran
kepustakaan dari lingkungan Universitas Dharmawangsa dan perguruan tinggi
lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok
bahasan yang penulis teliti terkait “Tindak Pidana Perdagangan Anak (Studi
Komparatif Antara Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang)”

E. Kerangka Teori
Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam

membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis.
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Kerangka teori dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat,
teori, tesis, sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui.’

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala
spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan
menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya.
Menurut Soerjono Soekanto, bahwa “kontinuitas perkembangan ilmu hukum,
selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat
ditentukan oleh teori. ™

Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penulisan skripsi ini
menggunakan teori perlindungan hukum dan sebagai teori pendukungnya adalah
teori keadilan.

1. Teori Perlindungan Hukum

Terkait dengan teori perlindungan hukum, ada beberapa ahli yang
menjelaskan bahasan ini, antara lain yaitu Fitzgerald, Satjipto Raharjo,
Phillipus M Hanjon dan Lily Rasyidi.

Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond
bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai
kepentingan dalam masyrakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan,
perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara
membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah
mengurusi hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas
tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan

dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan

9 M. Solly Lubis, 1994, Filsafat llmu dan Penelitian, Bandung: Mandar Maju, hal. 80.
19 Sperjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Ul Press, hal. 6.
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hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang
diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupkan kesepakatan
masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-
anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang
dianggap mewakili kepentingan masyarakat.**

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan
pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain
dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati
semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.?

Selanjutnya menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum
bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan
resprensif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah
terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-
hati dalam pengambilan keputusan berdasarkandiskresi dan perlindungan
yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk
penanganannya di lembaga peradilan.*®

Sedangkan menurut Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra bahwa hukum
dapat didifungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak
sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif. Dari
uraian para ahli di atas memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum
merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan
tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada

! satjipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 53.
2 Ibid.
3 Ibid.
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subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif
maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun

tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

. Teori Keadilan

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam
karyanya nichomachean ethics, politics, dan rethoric. Spesifik dilihat dalam
buku nicomachean ethics, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang,
berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari
filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya
dengan keadilan”. Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu
pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles
membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan
hak dipandang manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama.

Dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan
hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi
haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.
Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua
macam keadilan, keadilan “distributief” dan keadilan “commutatief”.
Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi
menurut pretasinya. Keadilan commutatief memberikan sama banyaknya
kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini
berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa. Pembagian macam

keadilan ini Aristoteles mendapatkan banyak kontroversi dan perdebatan.
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Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi,
honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan
dalam masyarakat. Mengesampingkan pembuktian matematis, jelaslah bahwa
apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang
berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi
yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai degan nilai

kebaikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.

F. Metode Penelitian
Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan
dalam penelitian ini terdiri dari:
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif.
Dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan meneliti peraturan
perundang-undangan, putusan pengadilan, berbagai literatur dan bahan-bahan
kepustakaan hukum yang berkaitan dengan skripsi ini. Perolehan data dalam
penelitian hukum normatif juga berasal dari data sekunder. Metode penelitian
ini dipilih untuk mengetahui tindak pidana perdagangan anak.
2. Sumber Bahan Hukum
Sumber bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder
yang terdiri dari:
a. Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah perundang-undangan,
yaitu:
1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,
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3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Perdagangan Orang.

b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan
hukum primer yang berupa karya-karya ilmiah, buku-buku dan lain yang
berhubungan dengan permasalahan yang diajukan yang sesuai dengan
judul skripsi.

c. Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan
petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan
hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada
hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

3. Teknik Pengumpul Data
Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan
karya ilmiah ini adalah studi kepustakaan (library research), studi kepustakaan
yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan seperi
buku-buku pendapat sarjana, bahan kuliah, artikel dan berita yang diperoleh
dari internet yang bertujuan mencari atau memperoleh konsepsi-konsepsi,
teori-teori atau bahan-bahan yang berkenaan dengan tindak pidana
perdagangan anak.
4. Analisis Data
Analisa data dilakukan secara kualitatif dengan model komperatif, yaitu
menganalisis dengan cara membandingkan beberapa data atau teori yang

berbeda untuk menentukan kesimpulan.
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